PENGUMUMAN/PERATURAN PEMER]NTAH

TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

(Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasmnall
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional R.I Nomor 4 Tahun 2015
tanggal 29 Mei 2015) ‘

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
- MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN

" PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

-a. bahwa dalam

- memberikan ‘manfaat - sosial dan ekonorni bagi
masyarakat,
iden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama

aan Infrastruktur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
ayat (1} Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun.
2015 tentang Kerjasamé Pemerintah dengan

+ STRUKTUR.

' perlu menetapkan Peraturan Menteri Perenca-

naan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Per-
encanaan Pembangunan Nasional tentang Tata

‘Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur,

- Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
Mengmgat

. tang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

‘2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Na5|- E

" onal Tahun 2015-2019;
| 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 201 b tentang
Organisasi Kementerian Negara; .

4, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 ten- .i
tang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha

Dalam Penyedlaan Infrastruktur

5. Peraturan Menteri Negera Perencanaan Pem-

rangka mendorong . partisipasi
“badan usaha dan pemerintah dalam pelayanan
dan penyelenggaraan sarana dan prasarana yang -

telah ' ditetapkan Peraturan Pres-
Menetapkan _
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Pe'nyedl- : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGU-

i NAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN

: dengan:
1. Kerjasama Pemermtah dan Badan Usaha yang se-
1. Peraturan Premden Nomer 82 Tahun 2007 ten-

© bangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.
" PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah,

‘terakhir dengan’ Peraturan Menteri Perencanaan ;

- Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perenca-
naan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun
2014, ‘

- MEMUTUSKAN:

PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TATA CARA .

PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DEN-

GAN BADAN USAHA DALAIVI PENYEDIAAN INFRA-

 BAB|
\ KETENTUAN UNIUM
Pasal 1

lanjutnya dusebut KPBU adalah kerjasama antara
pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan
infrastruktur untuk kepentingan umum dengan
mengacu- kepada spesifikasi yang telah ditetap-
kan sebeldmnya oleh penanggung jawab proyek
kerjasama; yang sebagian atau seluruhnya meng-
gunakan sumber daya badan usaha dengan mem-
' perhatikan pembagian rls;ko antara para plhak

2. Tata Cara Pelaksanaan KPBU yang selanjutnya |

dlsebut Panduan Umum acla!ah pedoman menge-

nai tata cara pelaksanaan kerjasama yang menjadi |

ﬁijm; Hows 875471892015

" Dalam Peraturan Menteri ini yang dlmaksud
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acuan bagi penanggung jawab proyek kerjasama

dan- pemangku kepéentingan dalam pelaksanaan

KPBU berdasarkan perjanjian KPBU,

Penyediaan Infrastruktur adalah keglatan yang |
meliputi pekerjaan konstrukm untuk memban- |
gun atau menmgkatkan kemampuan infrastruktur |
dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/
~atau - pemel:haraan infrastruktur ‘dalam rangka
“meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, ‘fisik,_'-siste'm,

.perangkat keras dan lunak yahg,diper!ukan un-

tuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan

‘mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan -

ekonomi dan. sosial masyarakat dapat ber]alan
dengan baik.

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang se- t

lanjutnya disebut PJPK adalah menteri,

sepanjang diatur dalam peraturan perundangun-
dangan sektor.

kepala -
lembaga, kepala daerah dan direksi Badan Usaha
Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik Daerah’

Menteri/Kepata Lembaga adalah pimpinan ke-
menterranlkepala {embaga atau plhak yang didel- |

“ egas:kan untuk bertindak mewakili kementerian/
"lembaga berdasarkan peraturan perundang-un-
“dangan, yang ruang lingkup, tugas, da'n'tanggung., :

jawabnvya mellput? sektor Infrastruktur yang dia-

" tur dalam Peraturan Menteri ini.

10.
o bagalmstltusn/orgamsam nasional atau mternasn--

Kepala Daerah adalah gubernur bagi

paten/kota atau pihak yang didelegasikan ber-
dasarkan peraturan perundang undangan untuk
mewakili kepala daerah bersangkutan ‘

Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara
{(BUMN]}, Ba_dan Usaha Milik Daerah (BUMD.),
badan usaha swasta yang berbentuk _Perserdan
Terbatas, badan hukl_]“m asing, atau koperasi. .

Badan Usaha Pelaksana KPBU yang sel?njutnya

‘disebut Badan Usaha Pelaksana 'adalah Perse-

roan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha

‘pemenang lelang atau yang telah dltunjuk secara |

langsung.
Badan Penyiapan adaiah Badan Usaha dan lem-

onal yang - melakukan pendampingan dan/atau

" peibiayaan kepada PJPK dalam tahap penyiapan
. atau dalam tahap penylapan hmgga tahap trans-

akSl KPBU.

daerah
© propinsi, atau bupati/walikota bagi daerah kabu-

11:

12:

Pengadaan Badan Usaha Peiaksana adalah pen-
gadaan Badan Usaha dalam rangka pelaksar!aan' '
KPBU melalui metode pe]elangan umum- maupun_
penunjukan langsung. Co '

Pemerintah Pusat vyang- selanjutnya dlsebut_

" Pemerintah adalah Presiden Repubi:k_lndones:a
© yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara

13.

14.

15.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah’ Kepala Daerah sebagai |
unsur penyelenggara pemerlntahan daerah yang -
memimpin pelaksanaan - urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Dukungan Pemerintah adalah _kontribusi fiskal
dan/atau bentuk lainnya yang diberikan oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan di bidang keuangan 'dan-kekayéan negara
sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan " dalam rangka
memngkatkan kelayakan flnan5|al dan efektivitas
KPBU. T S
Jaminan Pemerintah ad'alah kon'ipensasi finansial
yang diberikan oleh menteri yang menyelengga- -
rakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan

K kekayaan negara kepada Badan Usaha Pelaksana

186.

7.

melalui skema pembagian risiko untuk proyek
kerjasama. ' !
Pembayaran Ketersediaan Layanan {(Availability
Payment} adalah pembayaran secara berkala oleh
MenfcerilKepa]a Lembaga/Kepala Daerah kepada

Badan Usaha Pelaksana atasftersedianya Iéyanan o

Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/
atau kriteria sebagalmana dntentukan dalam per-
janjian KPBU. ‘
Konsultasn Pubhk .adalah proses interaksi an-
tara Menterlll(epala Lembagall(epala Daerah/

" direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan

18.

19

. Usaha Milik Daerah dengan masyarakat terma-

suk pemangku kepentlngan untuk meningkatkan
transparanm ef|S|en5| akuntabilitas dan efektl\n-
tas KPBU. ‘

Penjajakan Minat Pasar (Market Soundlng) adalah

“proses interaksi untuk mengetahul masukan mau- _

pun minat calon investor, perbankan, dan asur-
ansi atas KPBU yang akan dlkerjasamakan
Studi Pendahuluan adalah kajian awal yang di-
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20.
21.

22.

23.

- 25.

. 26.

Iakukan oleh. Menten/KepaIa Lembaga/Kepaia
Daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi

- Badan Usaha .Milik Daerah untuk memberikan
gambaran mengenai perlunya penyediaan suatu
Infrastruktur tertentu serta manfaatnya, apabii_a‘
dikerjasamakan dengan Badan Usaha Pelaksana ;

melalui KPBU.

Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan

untuk menilai kelayakan KPBU dengan memper-
timbangkan sekurang-kurangnya aspek hukurn,
teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko,

lingkungan, dan sosial.

Studi Kelayakan {Feasibility Study) adalah kajian
yang dilakukan oleh Badan Usaha calon pemrakar- | )
" dasarkan Panduan Umum ini mencakup:

sa untuk KPBU atas mekanisme prakarsa Badan

Usaha dalam rangka penyempurnaan Prastudi Ke- |

layakan.

Imbalan Keberhasilan (Success Fee) adalah biaya
yang dibayarkan oleh PJPK dan dapat dibebank-
an kepada Badan Usaha Pelaksana kepada Badan

Penyiapan yang terlibat dalam pelaksanaan KPBU
sampai dengan tercapainya pemenuhan pembiay- '

aan.

pafta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

. pemenntahan di bidang perencanaan pembangu-
~ nan nasional.
24,

Menteri Keuangan adalah. menteri yang meny-

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ke-

elenggarakan urusan pemerintahan di - bidang

keuangan dan kekayaan negara.

Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang se-

lanjutnya disebut BUPI adalah badan usaha yang °
didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas
khusus untuk melaksanakan penjaminan infra-
struktur sesuai dengan peraturan perundang-un-

dangan.

Daftar Rencana KPBU adalah dokumen yang |

memuat rencana KPBU yang diusulkan oleh -

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan

telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Per- &

encanaan ‘untuk ditetapkan sebagai rencana °
'KPBU siap ditawarkan dan KPBU dalam proses .

penyiapan.

Pasal 2'

Panduan Umum bertujuan untuk:

a.

a.

PN

memberlkan pedoman bagi MenterllKepala Lem--

baga/l(_epala Daerah dan pemangku kepentingan
mengenai tata cara pelaksanaan KPBU dalam
rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam
Penyediaan Infrastruktur; dan :

memberikan pedoman bagi Menteri/Kepala Lem-
baga)’KepaIa Daerah untuk mengatur tata cara
pelaksanaan KPBU - sesuai dengan kewenangan
masing-masing. : '

BAB Il
JENIS INFRASTRUKTUR
.Pasal 3
Infrastruktur yang dapat dlkerjasamakan ber-

infrastruktur transportasi, antara lain;.

* 1. penyediaan ' dan/atau pengelolaah fasilitas

dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan,
termasuk fasilitas pendukung seperti terminal
penumpang dan kargo;

_2."penyed|aan dan/atau pengelolaan fasilitas

dqn/atau pelayanan jasa kepelabuhanan; .
3. sarana dan/atau prasarana perkéretaapian'; :
4. sarana dan prasarana angkutan -massal
perkotaan dan lalu lintas; dan/atau
5. sarana dan prasarana penyeberangan laut,
*- sungai, dan/atau danau. '
infrastruktur jalan, antara lain:

1. jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal;

2. jalan tol; dan/atau

3. jembatan tol.

infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara
fain: -

1. saluran pembawa air baku; danlatau

2. jaringan irigasi dan prasarana penampung air

beserta bangunan. pelengkéapnya, antara lain
waduk, bendungan, dan bendung. '
infrastruktur air minum, antara Ialn
1. unit air baku;
2. unit produksi; dan/atau
3. unit distribusi.

. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpu-

sat, antara lain:

unit pelayanan;

unit pengumpulan; -

unit pengolahan;

unit pembuangan akhir; dan/atau

5. saluran’ pembuangan alr, dan sanitasi.
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.

infrastruktur sistem pengelolaan air limbah se-

tempat, antara lain:

unit pengolahan setempat;

unit pengangkutan; - )

unit pengolahan lumpur t_inja';

unit pembuangan akhir; dan/atau

5. saluran pembuangan air, dan sanlta5|

PobN =

_infrastruktur sistem pengelolaan persampahan .

antara lain:.
1. pengangkutan;
2. pengolahan; dan/atau

3. pemrosesan akhir sampah.

infrastruktur telekomunikasi dan informatika, an-
tara lain:

1. jaringan telekomumkasn

2. infrastruktur e-government; dan/atau

3. tnfrastruktur pasif seperti’ pipa saluran media

transmisi kabel (ducting).

infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, terma- |
“suk infrastruktur energi terbarukan, antara lain: |

1. infrastruktur ketenagalistrikan, antara lain:
a) pembangkit listrik; '
b) transmisi tenaga listrik;
c} gardu induk; dan/atau
d) distribusi tenaga listrik. .

2. infrastruktur minyak dan gas bumi, termasuk
bioenergi, antara lain: '
a) pengolahan;
b} penyimpanan; .
¢) pengangkutan; dan/atau
d) distribusi. ‘

infrastruktur konservasi energi, antara lain: .

1. penerangan jalan umum; danlatau

2. efisiensi energi.
infrastruktur ekonom: fasnl:tas perkotaan antara
lain: -~ .

- 1. saluran utilitas (tunnéi); Eia'nlatau

2. pasar umum.

infrastruktur kawasan, antara lain:

1. kawasan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknoiogl dan inovasi termasuk pembangunan

.. science and techno park; danlatau

2. kawasan industri.

infrastruktur pariwisata,. antara Iam pusat mfor-

masi pariwisata (tourism mformatlon center}.

. infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan
. pengembangan, antara lain: '
.1.” sarana pembelajaran;

o s W

(1')_

{2)

(3

© 0N

laboratorium;
pusat pelatihan;
pusat penelitian/pusat kajian;
sarana dan prasarana penelitian dan pengem-
bangan; '
inkubator bisnis;
galeri pembelajaran;
ruang praktik siswa;
perpustakaan; dan/atau
10. fasilitas pendukung pembelajaran dan pelati-
han. S
mfrastruktur fasilitas sarana o!ahraga kesen:an
dan budaya antara lain:
. -gedung/stadion olahraga; dan/atau
2. gedung kesenian dan budaya.
infrastruktur kesehatan, antara lain:

- 1. rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit,

prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;

2. fasilitas pelayana'n kesehatan dasar, seperti
'bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik
untuk puskesmas maupun klinik; dan/atau

3. laboratorium kesehatan, seperti bangunan
laboratorium kesehatan, prasarana laborato-
rium kesehatan dan peralatan laboratorium.

infrastruktur pemasyarakatan, antara lain:

1. lembaga pemasyarakatan;

2. balai pemasyarakatan;

3. rumah tahanan negara;, ‘

4. rumah penylmpanan benda sitaan ‘dan barang'
rampasan negara;

- 5. lembaga penempatan anak sementara, .

6. lembaga pembinaan khusus anak; dan/atau
7. rumah sakit pemasyarakatan.

~ infrastruktur perumahan rakyat, antara lain:

1. perumahan rakyat untuk golongan rendah;
dan/atau ‘
2. rumah susun sederhana sewa.

Pasal 4
Menten/l(epala Lembaga/Kepala Daerah dapat
melaksanakan KPBU selain jenis Infrastruktur se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengaju-
kan permohonan KPBU untuk jenis lnfrastruktur
lain kepada Menteri Perencanaan.
KPBU untuk jenis Infrastruktur lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah
mendapatkan penetapan Menteﬂ Perencanaan.
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BAB Il o
PENANGGUNG JAWAB PROYEK KPBU
Bagian Pertama
PJPK
‘Pasal 5

(1) PJPK merupakan MenterllKepala Lembagall(e-

pala Daerah dalam rangka pelaksanaan KPBU.
(2)

perundangéundangan.

Pasal 6

huluan pada tahap perencanaan KPBU.

Pasal 7
Direksi

gan sektor

~ Bagian Kedua
PJPK Dalam Gabungan KPBU
| ' - Pasal8
~ {1). KPBU dapat merljpakan gabungan dari 2 (dua)
! atau lebih jenis Infrastruktur.
(2)

Kepala Lembaga/l(epala Daerah yang memiliki

bersama-sama sebagal PJPK.
(3

i - ayat (2), menandatangani nota kesepahaman.
" (4} Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memuat sekurang-kurangnya: ‘
a. kesepakatan pihak yang menjadi koordinator
PJPK;

Menten/KepaIa Lembaga/Kepala Daerah sebagai -
" PJPK dapat mendelegasikan kewenangannya ke- |
pada pihak yang dapat mewakili kementerian/ :
lembaga/pemerintah daerah yang ruang lingkup, i
tugas, dan tangguhg jawabnya meliputi sektor |
* Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan -

| Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah dapat bertindak' sebagai PJPK |
sepanjang diatur dalam peraturan perundang undan-

)

Dalam hal gabungan dari 2 (d'ua) atau lebih jenis
Infrastruktur sebagaimana dimaksud' pada- ayat
(1) melibatkan lebih dari 1 {satu) PJPK, Menteri/ |
" kewenangan terhadap masing-masing sektor In- (3)
~ frastruktur yang akan dlkerjasamakan bertindak '

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang me-

miliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada | .(4)‘

. (B)
b. kesepakatan pembagaan tugas dan tanggung f
_jawab masing-masing PJPK_ termasuk hak

perjanjian KPBU;

c. kesepakatan penganggaran dalam rangka ta-
hap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk
manajemen’ KPBU;

d.  jangka waktu berlakunya nota kesepahaman;

dan
e. jangka waktu pelaksanaan KPBU.

(5) Koordinator PJPK bertindak sebagai pihak yang
menandatangani perjanjian KPBU dengan Badan
Usaha Pelaksana mewakili PJPK sebagaimana
diatur dalam nota kesepahaman. '

BAB 3]
PEMBIAYAAN SEBAGIAN KPBU OLEH PEMERINTAH
‘Pasal 9

: (1) PJPK dapat memblayal sebaglan Penyedlaan in-
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah ber- -

tindak sebagai PJPK berdasarkan hasil Studi Penda- = (2)

frastruktur

sebagalmana dimaksud pada ayat {1} dapat di-

lakukan oleh PJPK bersama dengan kementerian/ .

lembaga/daerah lainnya.

Mekanisme pembiayaan sebagalmana dimaksud
pada ayat {1} dan (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

BAB V
TAHAP PELAKSANAAN KPBU
Pasal 10
KPBU dllaksanakan dalam tahap, sebagai berikut:
a. perencanaan KPBU;
b.. penyiapan KPBU; dan
c. transaksi KPBU.

{2) Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah melak-

sanakan perencanaan KPBU sebagalmana dimak-

sud pada ayat (1) huruf a.
agaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri/Ke-
pala Lembaga/Kepala Daerah melakukan Kon-

sultasi Publik. = -

. Menteri/Kepala . Lembaga/Kepala - Daerah/Direksi

Badan Usaha Milik Negara/Direksi Badan Usaha

- Milik Daerah melak'sanakan‘penyiapan dan trans-
aksi KPBU.

agalmana dlmaksud pac_i,a ayat {1) huruf b, PJPK
melakukan Konsultasi Publik dan dapat‘melaku—
kan Penjajakan Minat Pasar.

dan kewajiban,masing‘_ masing PJPK dalam

Buginess Meows 8754/ fR-5- 2015

Pemblayaan sebagian Penyedlaan Infrastruktur

Dalam melaksanakan perencanaan KPBU seb- .

Dalam ‘melaksanakan fun_gsiriya sebagai PJPK,

Dalam melaksanakan penylapan KPBU seb-f
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{6} Dalam melaksanakan transaksl KPBU sebagaima- !
* na dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, PJPK melaku- -

kan Penjajakan Minat Pasar.

{7} Dalam melaksanakan tahap pelaksanaan KPBU‘
sebagalmapa d:maksud pada ayat (1), PJPK

dapat melaksanakan kegiatankegiatan pendu-
kung secara bersamaan yang merupakan bagian
dari pelaksanaan tahapan KPBU. '

maksud pada ayat (7), meliputi kegiatan:

a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan ta-

nah;
b. kajian hngkungan hidup; dan

¢. ‘permohonan pembenan Dukungan Pemenn-
i (2} Dalam hal melakukan identifikasi, Menteri/Kepala _

.. tah dan/atau Jaminan Pemerintah.
{9} 'PJPK melaksanakan pengadaan tanah dan mem

‘bantu prosés pemberian perizinan untuk meny-'
1 (3) Berdasarkan hasil Studi Pendahuluan dan Kon-

e!enggarakan' KPBU sesuai dengan kewenangan
nya. ' o '

_ . BAB VI .
TAHAP PERENCANAAN KPBU
Pasal 11

" Tahap perencanaan -KPBU terdiri atas keg- _
{1) Dalam hal hasil identifikasi menunjukkan adanya",§ :

iatan- kegiatan:

a. - penyusunan rencana anggaran dana KPBU;

b. identifikasi dan:penetapan KPBU;

c. penganggaran- .dana tahap perencanaan KPBU;
d

pengambllan keputusan Ianjut/tldak lanjut ren- -

cana KPBU
e. penyusunan Daftar Rencana KPBU; dan
f. - pengkategonan KPBU.

Pasal 12

(1} Menteri/Kepala Lembaga/KepaIa Daerah ‘menyu-,

sun rencana anggaran untuk dana pelaksanaan
 KPBU bertujuan untuk memperoleh pertimbangan
! mengenai manfaat dan dampak KPBU terhadap ke-

KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-un-
dangan. '

{2) Menterl/l(epala Lembaga/KepaIa Daerah melaku-
kan penyusunan rencana anggaran sebagaimana |
dlmaksud pada ayat (1), ‘yang meliputi setlap ta- : ‘

. {1) Menteri Perencanaan menyusun Daftar Rencana

hap pelaksanaan KPBU.

(3) Rencana anggaran sebaga"i'ma‘na dimaksud pada

ayat (1) dapat bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara'}
{APBN) atau- Anggaran Pendapatan dan Be- |

~lanja Daerah (APBD};
b. pinjaman/hibah; dan/atau

c. sumber Ialnnya sesuai dengan ketentuan pe-
rundangundangan.

. Pasal 13-
. Menteri/Kepala ' Lembaga/Kepala Daerah/di-
reksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha
Milik Daerah ‘mengan‘ggarkan dana tahap perencanaan

i -KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
{8) Kegiatan-kegiatan pendukurig sebagaimana di- o St ©o ‘

Pasal 14
{1} MenterllKepaIa Lembaga/Kepala Daerah mengi-
dentifikasi - Penyediaan infrastruktur yang akan
dikerjasamakan melalui skema KPBU sesuai den-
gan ketentuar peraturan perundang-undangan. -

LembagalKepalé Daerah menyusun Studi Penda-
huluan dan melakukan Konsultasi Publik.

. sultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah me-
mutuskan lanjut atau tidak lanjut rencana Penye-
diaan Infrastruktur melalui mekanisme KPBU.

" Pasal 15

gabungan-dari 2 {dua) atau lebih jenis Infrastruktur |
yang melibatkan lebih dari 1 {satu) PJPK, Menteri/
Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang memiliki ke-
wenangan, menandatangani nota kesepahaman.
{2) Berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana | ‘
dimaksud pada ayat (1), koordinator PJPK men-" |
gajukan usulan atas gabungan 2 (dua) atau lebih |
jenis Infrastruktur kepada Menteri Perencanaan. |

Pasal 16 |
Konsultasi Publik pada tahap perencanaan

pentingan masyarakat.
" Pasal 17

KPBU berdasarkan: ‘

s a. usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Dae— ‘
' _rah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi
Badan Usaha Milik Daerah yang diindikasikan |
‘membutuhkan Dukungan dan/atau Jaminan |
-Pemerintah; dan E
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{2)

_ pendukung sebagaimana tercantum da_la'm Lampi-
. * Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap pe-
Perencanaan melakukan penyeleksian ' '
dan penilaian terhadap usulan MenteriiKepala ~
Badan Usaha
, Milik Negag‘a/direksi Badan Usaha Milik Daerah

- (3)

(1}

(2

(3)

H (1)

- (2)
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b. hasil |dentif:kaS| ‘Menteri. Perencanaan ber-
dasarkan pnorltas pembangunan nasianal.-

3

Menteri/Kepata Lembaga/Kepala Daerah/direksi

Badan Usaha Milik Negara dan/atau direksi Badan |

- Usaha Milik' Daerahi menyampaikan usulan seb- L
agaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a kepada

Menteri Perencanaan dengan dilengkapi dokumen -

ran Peraturan Menteri ini.
Menteri

Lembaga/Kepala Daerah/direksi

)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berdasarkan dokumen pendukung sebagaimana.
©{2)

dimaksud pada ayat (2}.

. Pasal 18 .

Berdasarkan hasil penyusunan sebagaimana di-

maksud dal;}lm pasal 17, Menteri Perencanaan
menetapkan Daftar Ren_cana KPBU yang terdiri

‘atas:

a. KPBU snap dltawarkan dan
b. KPBU dalam proses penyiapan.’

Penetapan Daftar Rencana KPBU sebagaimana d|- .
maksud pada ayat {1) dilakukan dengan memper- .
timbangkan tingkat kesiapan KPBU dan manfaat_ :
bagi masyarakat sesuai dengan rencana pemban—

|

gunan nasional.

dalam jangka waktu 2 (dua} tahun sejak peneta-
pan Daftar Rencana KPBU.

' BAB Vil
TAHAP PENYIAPAN KPBU
Pasal 20 ‘ i
- Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerahldl-

reksi Badan Usaha Milik Negara/dl_rek5| Badan Usaha

nyiapan KPBU.

{3)

Daftar - Rencana KPBU $ebagaimana “dimaksud L

pada ayat (1) menjadl pertimbangan dalam peny--

usunan Rencana Kerja Pemerintah serta dokumen

perencanaan lainnya sesuai dengan. ketentuan |

peraturan perundang-undangan. '

Pasal 19
Daftar Rencana KPBU sebagaimana dtmaksud

dalam pasal 18 diperbaharui secara berkala untuk

kat.

diumumkan dan disebarluaskan kepada masyara- .

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/direksi
- Badan Usaha Milik Negara dan/atau direksi Badan

Usaha Milik Daerah menyampaikan

sekurang-kurangnya 1 {satu) kali dalam 1 (satu)

. tahun kepada Menten Perencanaan.

3

informasi
mengenai perkembangan KPBU secara berkala :

‘Menteri Perencanaan melakukan evaluaSI terha--
dap KPBU yang. tldak mengalaml perkembangan

)

L (2)

(1)

Pasal 21

PJPK menyusun rencana anggaran untuk pelak- .
sanaan tahap penyiapan KPBU sesuai ketentuan ]

peraturan perundangundangan
Penyiapan KPBU terdiri atas kegiatan- keglatan

‘a. penvyiapan Prastudi Kelayakan termasuk ka-

jian pengembqluan investasi Badan Usaha

Peiaksana,

"b. pengajuan Dukungan Pemermtah danlatau

Jaminan Pemerintah; dan

‘c. pengajuan penetapan lokasi KPBU.

Penyiapan KPBU 'sebagaimana -diufnaksud pada
ayat (1}, menghasilkan, antara lain:
a. prastudi kelayakan;

'b. rencana Dukungan Pemeruntah dan/atau Jami-

" nan Pemerintah;

‘c. . penetapan tata cara pengembalian investasi

Badan Usaha Pelaksana; dan 4
d. pengadaan tanah untuk KPBU.

Pasal 22 -

PJPK dapat dibantu oleh Badan Penyiapén untuk

melakukan penylapan KPBU.

Tata cara pengadaan Badan Penylapan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) diatur iebih
lanjut melalui pefaturan kepala lembaga yang

-menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

kebuakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

. Pasal 23
Penylapan kajian KPBU memuat keglatan Prastudi

-Kelayakan, yang terdiri dari:
a, penyiapan kajian awal Prastudi Kelayakan :

terdiri dari: :

1. kajian hukum dan kelembagaan;
. kajian teknis;

3. kajian ekonomi dan komersnal

N
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4. kajian Imgkungan dan sosial;

- B. kajian bentuk kerjasama dalam penyediaan |

_infrastruktur;
" 8. kajian risiko; :
7. kajian kebutuhan Dukungan Pemerintah
dan/atau Jaminan Pemerintah; dan
8. kajian mengenai hal-hal yang perlu ditinda-
- klanjuti. - :
b. penyiapan kajian akhir Prastudl Kelayakan,

yang -terdiri dari penyesualan data ‘dengan
kondisi terkini dan pemutakhiran. atas kelay-
akan dan kesiapan KPBU sebagalmana dimak- -

sud pada ayat {1} huruf a.

c. kajian akhir Prastudi Kelayakan sebagalmana
dimaksud pada ayat {1) huruf b juga meliputi
‘kajian kesiapan KPBU yang mencakup:

1. terpenuhinya seluruh’ persyaratan kajian-

pada Prastudl Kelayakan termasuk haI hal
yang ‘perlu dltlndaklanjutl '

%

C 2. persetLuuan para’ pemangku kepentnngan

mengenai KPBU; dan .
3. kepastlan perlu atau tidaknya Dukungan
* dan/atau Jamman Pemerintah:

{2) Dalam penyiapan kajian KPBU sebagaimana di-
‘ - maksud pada ayat (1), Kementerian/Lembaga/

Daerah dapat menentukan isi dan tingkat kedala-

man Prastudi Kelayakan sesuai dengan kebutu- °

han di sektor masing-masing. .

' Pasal 24

{1y Dalam tahap penyiapan KPBU, PJPK _menyiapkah'

dokumen kajian lingkungan hidup.

(2) Penyiapan dan dokumen kajlan lingkungan hidup

sebagaimana - dimaksud pada .ayat (1) disusun

. berdasarkan ketentu_an peraturan perundang-un-

dangan.

Pasal 25 .

1 (1} PJPK melakukan |dent|f|ka31 kebutuhan atas ta-

nah untuk KPBU berdasarkan hasil kajian akhir
Prastudi Kelayakan.

{2) 'Dalam hal hasil ideritifikasi menunjukkan kebutu-
_han akan pengadaan tanah, PJPK melakukan per- h
"encanaan dan penyusunan dokumen pengadaan :

tanah untuk memperoleh penetapan lokasi.

- {3) Dalam hal hasil [dentlflka51 sebagaimana dimak- i
'sud pada ayat {2) berstatus Barang Milik Negara

H

atau Barang Milik Daerah PJPK menga]ukan usu-

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH .

lan pemanfaatan Barang Milik NegaralBarang Mi-
" lik Daerah untuk pelaksanaan KPBU sesuai den-
‘gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
PJPK melaksanakan Konsultasn Publ:k ‘pada

tahap penyiapan KPBU yang bertujuan untuk:

a.

(1)

{2)

(3)

(1

{2)

(3

(4

(5)

menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial ‘dan
norma lingkungan sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundangundangan di bldang Imgkungan
hidup; . :
mendapat masukan mengenai kebutuhan ma-
syarakat terkait dengan KPBU; dan

memastlkan kesiapan KPBU.

Pasal 27
PJPK dapat melaksanakan Penjajakan Minat Pas-
ar {Market Sounding) pada tahap penyiapan.
Penjajakan Minat Pasar (Market. Sounding) seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan un-

‘tuk memperoleh masukan dan tanggapan terha-

dap KPBU dari pemangku kepentingan.

Pemangku kepentlngan sebagalmana dlmaksud
pada ayat {2) berasal dari Badan Usaha[lembaga/
ihétitusilorg'anisasi nasional atau internasional.

Pasal 28 ,,
Menten/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau
Menteri Keuangan dapat memberikan Dukungan
Pemerintah terhadap KPBU. ‘
Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diberikan secara bersama-sa-
ma antara Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Dae-.

* rah.

Dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud

pada ayat (2} dalam bentuk:

a. dukungan k'elayakan KPBU

b." insentif perpajakan; dan/atau

¢.: bentuk Ialnnya sesuai peraturan perundang-'
undangan. :

Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian

Dukungan Pemerintah- dalam bentuk dukungan !

kelayakan dan/atau insentif perpajakan sesuai

".dengan peraturan perundang- undangan berdasar-

kan usulan PJPK.

Dukungan Pemerintah sebaga:mana dlmaksud
pada ayat (1) dicantumkan dalam dokumen pen-
gadaan Badan Usaha.
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‘ Pasal 29I T
(1) KPBU dapat memperoleh Jaminan Pemerintah.
(2} PJPK menyampaikan usulan Jaminan Pemer-

intah kepada Menteri Keuangan m_ela‘lurl BUPI |
sebelum penyelesaian kajian akhir Prastudi Ke- |
" layakan untuk tujuan penjamlnan Penyedlaan

tnfrastuktur .

(3) Jaminan Pemermtah terhadap KPBU sebagaima- iy

na dimaksud pada ayat (1} wajib dicantumkan
: dalam dokumen pengadaan Badan Usaha.

BAB VIll
TAHAP TRANSAKSI KPBU
Pasal 30
Menteri/Kepala Lembaga/KepaIa Daerahldl-

reksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha

i Milik Daerah bertindak sebagai PJPK dalam tahap
transaksi KPBU. . . R ,

Pa"sal 31
Tahap transaksi KPBU terdlrl atas keglatan-
kegiatan: .
a. Penjajakan Minat Pasar (Market Soundmg),‘
b. penetapan lokasi KPBU;

¢. pengadaan Badan Usaha Pelaksana yang men-

cakup persiapan dan pelaksanaan pengadaan

Badan Usaha Pelaksana;
d. penandatanganan perjanjian KPBU; dan
e. pemenuban pembiayaan (financial close}.

Pasal 32 :
PJPK melaksanakan transaksi KPBU setelah: ter-
penuhmya syarat dan ketentuan untuk meman-
faatkan Barang Milik Negara dan/atau Barang

{1)

Milik Daerah untuk pelaksanaan KPBU sesuai .
dengan’ ketehtuan 'peraturan per’uhdangundan- ?

gan.

PJPK dapat dibantu’ oleh Badaq Penylapan untuk
melakukan transaksi KPBU. .

Tata cara pengadaan Badan Penyiapan seb-

(2)

(3)

" agaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih
lanjut melalui peraturan kepala lembaga yang -

menyelenggarakan urusan. pemerintah di bidang .
(4

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 33
(1)
ket Soundmg) dalam tahap transaksn KPBU.

PJPK fnelaksahakan Penjajakan Minat Pasar (Mar- %

{2) Penjajakan Minat Pasar (Market Soundmg} seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan un-
tuk memperoleh masukan, tanggapan, dan men-

' getahui minat pemangku kepentlngan terhadap
KPBU. S
Pemangku kepentlngan sebagaimana dlmaksud
pada ayat (2) berasal dari Badan Usaha/lem-
bagahnsntusﬁorgan|saS| nasional atau interna-
sional. | : :

(3)

_ Pasal 34 |
_ PJPK melakukan- Pengadaan Badan Usaha
Pelaksana setelah memperoleh penetapan lokasi.

Pasal 35

(1) Dalam rangka melaksanakan Pengadaan Badan -

" Usaha Pelaksana, PJPK membentuk panltla pen-
-'gadaan.

Ketentuan  lebih ~ lanjut mengenai Pengadaan
- Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 huruf ¢, diatur-lebih IanjUt-melalui
' peraturan kepala Iembaga yang menyelenggara-

kan udrusan pemenntah di bidang kebuakan pen-

gadaan barang/jasa pemenntah

(2)

Pasal 36
Penandatanganan perjanjian’ KPBU dllakukan

L oleh PJPK dengan Badan Usaha Pelaksana.

Pasal 37 ‘

(1) Badan Usaha Pelaksana wajib memperoleh pem-
blayaan atas KPBU paling lambat dalam jangka
waktu 12 {dua belas) bulan setelah menandatan-

_ gani perjanjian KPBU.

{2)
{1) dapat diperpanjang oleh PJPK, apabila kega-

o galan memperoleh pembiayaan tidak disebabkan
oleh kelalaian Badan Usaha Pelaksana, berdasar-
kan kriteria yang ditetapkan oleh PJPK dan d|s—
epakati dalam perjanjian KPBU.

Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dnmak-
sud pada ayat {2} dlbenkan paling lama 6 (enam)
~ bulan oleh PJPK.

Dalam hal perpanjangan jangka waktu sebagalma-
na dimaksud pada ayat {3) tidak dapat dlpenuhl

(3)

oleh Badan Usaha Pelaksana, maka ‘perjanjian

KPBU berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak
dicairkan oleh PJPK.
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Pasai 38

Pemenuhan pemblayaan yang bersumber dari -

pinjaman dmyatakan telah terlaksana, apabila:

perjanjian plnjaman telah ditandatangani untuk ‘

membiayai seluruh KPBU; dan

_sebagian pinjaman telah dapat dicairkan untuk x
~ memulai pekerjaan konstruks‘i. '

Pasal 39
Dalam Ral KPBU terbagl dalam beberapa taha—

pan, pemenuhan pembiay_aan dlnvatakan terlaksana,
apabila: ‘ : ‘ ‘

ioa.

{1

- (2)

{3

(4)

{5)

" ¢c. Badan Usaha yang mengajukan prakarsa me- -
miliki kemampuan keuangan yang memadai-
untuk membiayai pelaksanaan Penyed|aan in-

(6}

membiayai salah satu tahapan KPBU, dan

. sebagian pinjaman untuk membiayai salah satu
tahapan KPBU telah dapat dicairkan untuk memu—. :

lai pekerjaan konstruksi.

BAB IX
KPBU ATAS PRAKARSA BADAN USAHA
Pasal 40
Badan Usaha dapat memprakarsaa KPBU.

Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
dapat dilakukan pada jenis Infrastruktur yang dia-
- tur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditentu-

kan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -

disampaikan kepada MenterifKepala Lembaga/
Kepala Daerah disertai dengan Studi Kelayakan.

Dalam hal KPBU merupakan kerjasama atas pra-
karsa Badan Usaha, Badan Usaha pemrakarsa
- mempersiapkan dokumen kajian lingkungan hid- :

up.

menuhi persyaratan

~a. terintegrasi secara teknis dengan rencana in- |

. duk pada sektor yang bersangkutan;
b. layak secara ekonomi dan finansial; dan

frastruktur. :
Tata cara pelaksanaan KPBU atas prakarsa Badan

Usaha diatur lebih lanjut dalam Lamplran Per- .

aturan Menteri ini.

BABX
SIMPUL KPBU

perjanjian plnjaman telah dltandatanganl untuk

KPBU atas prakarsa Badan Usaha- harus me- ' 

(1

(2)

L 13)

@)

(B}

Pasal 41

MenterllKepaIa Lembaga/Kepala Daerah dalam ;
rangka melaksanakan kegiatan KPBU memhentuk _

simpul KPBU.

Slmpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat.

(n dapat melekat pada unit kerja yang sudah ada
di lingkungan Kementerian/Lembaga/Daerah atau
unit kerja baru yang dibentuk. dalam Imgkungan

Kementerian/Lembaga/Daerah.
KPBU dibentuk dengan tujuan untuk
melakukan perumusan kebijakan dan/atau sinkro- |
nisasi dan/atau koordinasi dan/atau pengawasan,

Simpul

dan/atau evaluasi terhadap kegiatan KPBU.

‘Simpul KPBU dibantu oleh:
a. tim KPBU dalam melaksanakan keglatan pada |

tahap penyiapan dan tahap transaksi KPBU;
- dan . ‘ ‘ '
b. panitia pengadaan dalam melaksanakan keg-
iatan pengadaan Badan Usaha Pelaksana.
Peran dan tanggung jawab tim KPBU dan panita
pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

. diatur lebih lanjut dalam Lampuran Peraturan Men-

teri ini.-

_ . BABXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a.

KPBU yang telah selesai memenuhi kegiatan pada
tahap Perencanaan KPBU berdasarkan Peraturan
Menteri sebelum Peraturan Menteri ini diundang-
kan,; maka kegiatan-kegiatan pada tahap selanjut-
nya wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentu-

kajian awal Prastudi Kelayakan pada tahap peny-
iapan Prastudi Kelayakan berdasarkan Peraturan
Menteri sebelum Peraturan Menteri ini diundan-

- gkan, maka kegiatan kajian akhir Prastudi Kelay-

‘akan dan kegiatan-kegiatan pada tahap setanjut-
‘nya wajib menyesuaikan dan mengikuti ketentuan

sebagaimana. diatur datam Peraturan Menteri ini.

BAB Xl .
"KETENTUAN LAIN-LAIN
. ~ Pasal 43 :
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan
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an sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
ini. ‘ . ‘ o '
. KPBU yang telah memenuhi kegiatan penyiapan
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KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur ‘diatur dalam . : Dltetapkan di Jakarta
Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak | pada tanggal 29 Mei 2015
.tgrpisahkan'dari Peraturan Menteri ini. o _ MENTER! PERENCANAAN PEMBANGUNAN
: e o : ' NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
BAB Xl . o : PEMBANGUNAN NASIONAL
KETENTUAN PENUTUP S - REPUBLIK.INDONESIA,
Pasal 44 o S ) ttd.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini: ' : ANDR'INOF..A. CHANIAGO“
a. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan ‘ ' - . '
' Nasionél/!(epéla Badan Perencanaan Pembangu- = . : 'Diundangkan di Jakarta
nan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pan-- ‘ - pada tanggal 4 Juni 2015
~duan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infra- | REPUBLIK INDONESIA,
struktur; dan : - ttd.
'b. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan : ' : YASONNA H. LAOLY
" . Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangu- , C - C
- nan Nasional Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata == BERI‘TA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Cara Penyusunan Daftar Rencana Proyek Infra- - o ‘TAHUN 2015 NOMOR 829
struktur, ‘ - :

- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. L
| ' R Catatan Redaksi : . |
: Pasal 45 = . ' . - Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
Peraturan Menteri ini muial berlaku pada tang- : _ ‘ ‘ .
~ gal diundangkan. : { { BN )
- Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan '
| Menteri ini diundangkan dengan penempatannya :
. dalam Berita Negara Republik Indonesia. '

!

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 188 Tahun 2015, tanggal 8 Juni 2015)

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengmgat

" bebasan Retribusi Daerah o ‘ ' 5. 'Undang-Undang Nomor '23 Tahun 2014 tentang

Business News £754/18-9-3015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS + 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
IBUKOTA JAKARTA, . | Keuangan Negala;
K o ' 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Memmbang ' ' - Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota !
Bahwa untuk metaksanakan ketentuan Pasal ' Jakarta sebagai Ibukota Négara Kesatuan Repub-
- 136 ayat {4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 + Clik Indonesia; ' ‘
© tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah | 3. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- perlu menetapkan Peraturan Guberhur tentang Tata : 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pem- . Pembentukan Peraturan. Perundang -undangan;
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